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Abstrak
 

Seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sedemikian besar, dan luas tanah yang

relatif tidak bertambah, secara nyata hal ini menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat,

sehingga menyebabkan berbagai permasalahan pertanahan. Untuk mencegah atau paling tidak mengurangi

potensi konflik atau sengketa, maka mekanisme pemindahan hak atas tanah agar bisa didaftar harus

dibuktikan dengan akta PPAT. Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatan tersebut dituntut mematuhi

peraturan perundangundangan serta Kode Etik. Mereka harus mengetahui tanggung jawabnya dan menjaga

sikap serta perilaku dalam menjalankan jabatannya. Namun, kewajiban yang seharusnya diimplementasikan

dalam menjalankan jabatannya ternyata tidak dibarengi dengan kenyataan di lapangan. Masih banyak terjadi

pelanggaran yang membawa akibat hukum pada akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT, bahkan sampai pada

gugatan di pengadilan. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data

secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris/PPAT harus memperhatikan

prosedur pembuatan akta menurut ketentuan yang berlaku, mentaati Kode Etik serta mengedepankan itikad

baik dan prinsip kehati-hatian. Akibat hukum dari penyimpangan terhadap tata cara pembuatan akta PPAT

maka PPAT dapat dikenai sanksi sebagai wujud pertanggungjawabannya baik secara administratif, perdata

maupun pidana.

<hr><i>Various problems in land affairs lately arise because of the huge growing of population that is not

always equal with the availability of land in Indonesia and that caused the need of land becoming bigger and

bigger these days. To prevent the potential conflict that is caused by the lack of land availability, the land

ownership must be proven by The Land Ownership Deed that is made by a PPAT. When carry out his or he

duties, a Notary/PPAT is obliged to obey the legislation and Professional Code of Conduct. In reality, the

obligations that are supposed to be implemented on their works, were not always been done as it supposed to

be. There are still many violations in the making of the Land Ownership Deed which resulted in lawsuits.

The method of analysis that is used in this research writing is juridis normative and qualitative method in

data processing. The result of the analysis concluded that a Notary/PPAT must put more attention to the

deed making procedures and to make sure that the process of making the deed has complied with the

regulations and the Code of Conduct and always done in good faith and prudentiality. Any violations in the

procedures could end in lawsuits.</i>
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